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BUPATI BANYUWANGI
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN

PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas akses
pelayanan kesehatan kepada warga miskin diluar kepesertaan
Jamkesmas dan Jamkesda, perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme
Surat Pernyataan Miskin dengan menetapkannya dalam
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahan 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159B/Menkes/PER/II/
1988 tentang Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/
PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/
SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/
SK/II/2004 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008
tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 tahun 2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Daerah di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah
dua kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 62 Tahun 2012;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 tahun 2012
tentang Mekanisme Pengajuan Klaim Bagi Masyarakat
Miskin Pemegang Kartu Jamkesda;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2011 tetang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi;

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;

18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2011
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;

19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati
Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013;
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20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat
Pernyataan Miskin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME
SURAT PERNYATAAN MISKIN.

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat
Pernyataan Miskin, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 24 ayat 11 setelah huruf e ditambah satu huruf
baru yaitu huruf f, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat primer bagi
peserta yang memiliki SPM dicantumkan dalam anggaran
program dan kegiatan JPKMB setiap Puskesmas sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(2) Pengajuan Klaim biaya pelayanan kesehatan pasien dengan
SPM yang di rawat di RSUD mengacu pada tarif Sofware
Jamkesmas Tahun 2008, Sedangkan untuk pelayanan obat
alat bahan pakai habis yang tidak termasuk dalam software
dapat diklaim diluar paket;

(3) Pengajuan Klaim biaya pelayanan kesehatan pasien dengan
SPM yang dirawat di PKJM-KKO mengacu pada tarif yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

(4) Biaya pelayanan kesehatan pasien yang memilki SPM yang
dilayani di PPK Jamkesda Kabupaten harus dilakukan
verifikasi khusus oleh tim Verifikator Independen;

(5) Setelah dilakukan pengesahan oleh verifikator dan diketahui
oleh  Direktur/Kepala PPK Jamkesda Kabupaten, klaim
diajukan kepada Tim Pengelola pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyuwangi untuk diterbitkan Surat Perintah
Membayar;

(6) Klaim dana dari  hasil pengesahan verifikasi seluruhnya
ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
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(7) Biaya pelayanan kesehatan yang telah diverifikasi dan telah
dibayarkan kepada RSUD Kabupaten Banyuwangi harus
disetor secara bruto sebagai pendapatan;

(8) Biaya pelayanan kesehatan pasien yang menggunakan SPM
yang dirujuk ke PPK Jamkesda Provinsi menjadi tanggungan
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

(9) Tagihan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) menunggu hasil verifikasi dari Tim Verifikator BPJKD dan
dokumen pendukung yang menyertai serta umpan balik dari
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

(10) Pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) langsung di transfer ke PPK
Jamkesda Provinsi yang melayani pasien SPM sesuai
dokumen tagihan setelah Dinas Kesehatan memproses
pengajuan pencairan ke badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;

(11) Tahapan Pengajuan Klaim sebagai berikut:

a. Permohonan penggantian biaya pelayanan kesehatan
masyarakat miskin yang memiliki SPM dari PPK
Jamkesda Kabupaten ditandatangani oleh
Direktur/Kepala PPK Jamkesda Kabupaten dilampiri
bukti kunjungan pelayanan kesehatan sesuai dengan
hasil verifikasi dari Tim verifikator Independen, ditujukan
kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk mendapat
persetujuan;

b. Setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran Dinas
Kesehatan, klaim disampaikan ke Tim Pengelola  untuk
diproses permohonan pembayarannya;

c. Klaim dari PPK Jamkesda Kabupaten dilengkapi berkas
pendukung yang diperlukan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;

d. RSUD menerima transfer dana langsung dari Dinas
Kesehatan  dan dicatat sebagai pendapatan;

e. Dana klaim yang diterima oleh Dinas Kesehatan atas
pelayanan kesehatan di PKJM-KKO disetor ke Kas Daerah
sebagai Pendapatan dan langsung dicatat sebagai
penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.

f. Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun
anggaran berkenaan berakhir karena disebabkan
anggaran yang tersedia telah habis terserap dan/atau
telah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dapat
dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang
telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi  dan
berpedoman pada paraturan perundang-undangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 April 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 14


